
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 07 Tahun : 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN

SERANG TAHUN 2010-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kesinambungan tahapan
pembangunan daerah di Kabupaten Serang secara efektif dan
efisien guna mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri,
berbudaya, adil dan sejahtera, maka diperlukan adanya
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) sebagai arah dan agenda pembangunan daerah
untuk periode lima tahun yang tanggap terhadap perubahan
kondisi wilayah;

b. bahwa RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2010-2015 yang
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2011 perlu disesuaikan berdasarkan pada hasil evaluasi
pelaksanaan pembangunan daerah selama tahun 2010-2012,
penataan organisasi pemerintah daerah, pemekaran wilayah,
kebutuhan untuk menyesuaikan dengan perkembangan
terkini dan prospek masa depan, serta diberlakukannya
peraturan perundang-undangan terkait tata cara penyusunan
dokumen rencana pembangunan daerah dan standar
pelayanan minimal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2010-
2015.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

5. Undang-Undang ………..
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4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4748);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4570);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kelapa Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

26. Peraturan Daerah …………
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

23. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012
tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah
Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005
tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang
(Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2005 Nomor
705);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor
736);

26. Peraturan Daerah …………
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26. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 747);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang
Tahun 2008 Nomor 772);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009
Tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor
783);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2010-2015 (Lembaran
Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 806);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang
Tahun 2011 Nomor 812);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2011
tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011
Nomor 820);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011
tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten
Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011
Nomor 821);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011
tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang
Tahun 2011 Nomor 822);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2012
tentang Pembentukan Kecamatan Lebak Wangi di Kabupaten
Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012
Nomor 832);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2013
tentang Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah
Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 2);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2013
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 04).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN: ………….
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN SERANG TAHUN 2010-2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang
Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 806)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Sistematika RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2010-2015 disusun sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan satu kesatuan
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dengan rincian sebagai berikut:

a. Lampiran I, meliputi:

- Bab I Pendahuluan

- Bab II Tinjauan Kaidah dan Kebijakan Perencanan Pembangunan

- Bab III Kondisi Umum Daerah

- Bab IV Kondisi Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka
Pendanaan

- Bab V Isu Strategis

- Bab VI Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

- Bab VII Strategi dan Kebijakan

- Bab VIII Program dan Kegiatan

- Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah

- Bab X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

b. Lampiran II, meliputi:

- Lampiran II.1 Matrik Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan
Daerah

- Lampiran II.2 Matrik Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Isi dan uraian sistematika RPJMD Tahun 2010-2015 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, memuat konsep serta rencana program dan kegiatan
pembangunan dalam kerangka perencanaan strategis yang akan dilaksanakan
selama periode Tahun 2014-2015.

3. Diantara Bab VI dan Bab VII disisipkan Satu Bab yakni Bab VIA
KENTENTUAN PERALIHAN, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA ………
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BAB VIA

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6A

Dengan berlakunya Peraturan Derah ini, maka:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun
2010-2015 dinyatakan tetap berlaku untuk perencanaan pembangunan
tahunan periode tahun 2011-2013.

b. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun
2010-2015 dinyatakan tidak berlaku untuk perencanaan pembangunan
tahunan periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2015.

c. SKPD wajib menyusun Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat
Daerah (RENSTRA SKPD) paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan
Daerah ini ditetapkan.

d. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2014 dinyatakan tetap berlaku dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah tahun berikutnya berpedoman kepada Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang

pada tanggal 18 September 2014

BUPATI SERANG,

Cap/ttd

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang

pada tanggal 18 September 2014

SEKRETARIS DAERAH,

Cap/ttd

LALU ATHARUSSALAM RAIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2014 NOMOR 07

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, BANTEN :(7)/(2014)


